KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 131 /PB/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM

PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

an

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) dan Pasal
11 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bahwa dalam hal atas penggunaan sisa Maksimum
Pencairan (MP) dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) tahun anggaran sebelumnya belum diperhitungkan
seluruhnya, Satker pengguna PNBP akan menggunakan
PNBP tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan
yang segera dilaksanakan, harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Satker pengguna PNBP Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sisa Maksimum Pencairan
(MP) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
kegiatan yang harus segera dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efisiensi
serta percepatan alur pemberian persetujuan atas
penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya
pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dimaksud
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam
Rangka Persetujuan Atas Penggunaan Sisa Maksimum
Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM
PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Melimpahkan Wewenang Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan
Menandatangani:

1. Surat Persetujuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan
(MP) Dana PNBP Tahun Anggaran Berjalan Untuk
Membiayai Kegiatan Yang Segera Dilaksanakan Tanpa
Diperhitungkan Terlebih Dahulu Dengan Penggunaan Sisa
Maksimum Pencairan (MP) Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Surat Persetujuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan
(MP) Dana PNBP Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Merupakan Pendapatan Uang
Pendidikan Untuk Membiayai Kegiatan di Tahun Anggaran
Berjalan.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dilakukan dengan mengacu pada Standar Prosedur
Operasi/ Standard Operating Procedures (SOP) yang tertuang
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dalam rangka pemberian persetujuan atas Penggunaan Sisa
Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dokumen yang digunakan
menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan,;

3. Para Direktur dan Kepala Kantor Wilayah lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 27 Jduni 2013
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN D,}%IQKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- /PB/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM
PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penerbitan Surat PersetUJu

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Nomor: KEP-13%1/PB/2013

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Tanggal Penetapan: 27 Juni 2013

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi:

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP: KP.01/001

Standar Prosedur Opei'asiIStandard Operatmg Procedures (SOP)
!enggunaan P Tahun Anggaran Berjalan Untuk Membiayai Kegiatan Yang Segera

Dllaksanakan Tanpa Dlperhztungkan Terleb‘ih Dahulu Dengan Penggunaan Slsa Maksmum Pencairan (MP

Tahun Anggaran Sebelumnya)

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih
Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara.

No

URAIAN KEGIATAN FRONT MIDDLE BACK

OFFICE OFFICE ofricE | SATHER

Pelaksana Seksi Subbagian Umum:

a.

a. Menerima surat permohonan yang disertai surat pernyataan dari
KPA Satker Pengguna PNBP yang menggunakan PNBP tahun
anggaran berjalan sehubungan dengan kegiatan yang mendesak
dan harus segera dilaksanakan tanpa diperhitungkan terlebih
dahulu penggunaan sisa MP tahun anggaran
sebelumnya;

b. Mengagendakan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN.

2. | Kepala KPPN:
Mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala Seksi
Verifikasi dan Akuntansi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. | Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

a. Menerima dan meneliti surat permohonan tersebut;

b. Meneruskan dan memerintahkan kepada Pelaksana Seksi
Verifikasi dan Akuntansi untuk melakukan penelitian dan
perhitungan surat permohonan.

4. | Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

Menerima surat permohonan yang disertai surat pernyataan KPA
Satker Penggunaa PNBP dari Kasi Verifikasi dan Akuntansi;

Melakukan penelitian dan perhitungan surat permohonan;

Penelitian meliputi surat permohonan disertai dengan surat
pernyataan bermaterai cukup dari KPA bahwa penggunaan sisa
MP tahun anggaran sebelumnya yang belum diperhitungkan
dapat ditutupi dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan
telah ditandatangani KPA dan sesuai format Lampiran |I;

Perhitungan terhadap surat permohonan tersebut, sebagai
berikut:

1) menghitung dan mengkompilasi data realisasi PNBP satu
tahun anggaran sebelumnya;

menghitung selisih antara data MP tahun anggaran
sebelumnya dengan sisa MP tahun anggaran sebelumnya
yang telah digunakan dan belum diperhitungkan dengan
PNBP tahun anggaran sebelumnya;

Selisih lebih perhitungan nomor 2 merupakan batas tertinggi
yang dapat dipergunakan sebelum PNBP tahun anggaran
sebelumnya diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran

2)




No

URAIAN KEGIATAN

FRONT
OFFICE

MIDDLE
OFFICE

BACK
OFFICE

SATKER

Berdasarkan penelitian dan perhitungan sebagaimana huruf d
membuat kartu pengawasan KPPN;

Penelitian dan perhitungan sebagaimana huruf ¢ dan huruf d
merupakan pertimbangan dalam menyusun konsep nota
dinas/surat persetujuan/penolakan surat permohonan dari KPA
Satker Pengguna PNBP tentang penggunaan PNBP tahun
anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera
dilaksanakan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan
penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya;

Konsep nota dinas/surat persetujuan/penolakan  surat

permohonan, kartu pengawasan KPPN, beserta lampirannya
disampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

a.

Menerima, meneliti, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP tahun anggaran
berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan
tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan penggunaan sisa
MP tahun anggaran sebelumnya, kartu pengawasan KPPN
beserta lampirannya;

Meneruskan konsep/net nota dinas/surat persetujuan/penolakan
penggunaan PNBP tahun anggaran berjalan untuk membiayai
kegiatan yang segera dilaksanakan tanpa diperhitungkan terlebih
dahulu dengan penggunaan sisa MP tahun anggaran
sebelumnya, kartu pengawasan KPPN beserta lampirannya
kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor:

a.

Menerima, dan meneliti serta menandatangani surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP tahun anggaran
berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan
tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan penggunaan sisa
MP tahun anggaran sebelumnya, kartu pengawasan KPPN
beserta lampirannya;

Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk
diadministrasikan dan didistribusikan.

Pelaksana Subbagian Umum:

a.

d.

Menerima surat persetujuan/penolakan penggunaan PNBP tahun
anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera
dilaksanakan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan
penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya yang telah
ditandatangani oleh Kepala Kantor;

Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP tahun anggaran
berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan
tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan penggunaan sisa
MP tahun anggaran sebelumnya;

Mengirimkan surat persetujuan/penolakan penggunaan PNBP
tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera
dilaksanakan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan
penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya kepada satker
pengguna PNBP dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai
tembusan (surat persetujuan/penolakan, kartu pengawasan
KPPN beserta lampirannya disimpan dan ditatausahakan oleh
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi);

Pertinggal sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap dan benar.




KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Nomor: KEP-,z4/PB/2013

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Tanggal Penetapan: </ Juni 2075

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal Revisi:

r SOP: KP.01/ 097

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih
Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara.

a. Menerima surat permohonan persetujuan penggunaan PNBP Bidang
Pendidikan yang disertai dengan surat pernyataan dan lampiran dari Kepala
Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

Melakukan penelitian surat permohonan beserta lampirannya ;

Penelitian terhadap surat permohonan tersebut beserta lampirannya,
sebagai berikut:

1) Surat permohonan disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup
dari KPA bahwa sebagian/seluruh PNBP Bidang Pendidikan yang
diterima tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan
uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan;

2) Surat Pernyataan tersebut disertai dengan daftar PNBP Bidang
Pendidikan yang memuat nomor bukti setoran PNBP, tanggal setoran,
bank persepsi, NTPN, jumlah PNBP yang telah disetorkan dan jumlah
setoran PNBP yang merupakan pendapatan uang pendidikan untuk
membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan yang ditandatangani
oleh KPA;

3) Meneliti kebenaran data daftar PNBP Bidang Pendidikan yaitu:

a) kesesuaian nomor bukti setoran PNBP, tanggal setoran, bank
persepsi, NTPN, jumlah PNBP yang telah disetorkan dengan data
yang terdapat di KPPN;

b) memastikan bahwa setoran PNBP Bidang Pendidikan yang diterima
tahun anggaran sebelumnya merupakan penerimaan setoran PNBP
1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan (misalnya
tahun anggaran berjalan 2013 maka tahun anggaran sebelumnya
adalah tahun anggaran 2012);

c) Surat Pernyataan telah ditandatangani oleh KPA;

d) Pengisian daftar PNBP Bidang Pendidikan dimaksud pada huruf ¢
angka 2) sesuai dengan ketentuan.

FRONT | MIDDLE | BACK
No URAIAN KEGIATAN OFFICE | OFFICE | OFFICE SATKER
1 Pelaksana Seksi Subbagian Umum:
a. Menerima surat permohonan persetujuan yang disertai dengan surat
pernyataan dan lampiran dari KPA Satker Pengguna PNBP Bidang
Pendidikan tentang penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran
sebelumnya yang merupakan pendapatan uang pendidikan untuk
membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan;
b. Mengagendakan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN.
2 Kepala KPPN:
Mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Verifikasi dan
Akuntansi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:
a. Menerima dan meneliti surat permohonan tersebut;
b. Meneruskan dan memerintahkan kepada Pelaksana Seksi Verifikasi dan
Akuntansi untuk melakukan penelitian dan perhitungan.
4. Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi:




No URAIAN KEGIATAN FRONT | MIDDLE | BACK

OFFICE | OFFICE | oFfFice | SATKER

d. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana huruf ¢ terdapat ketidaksesuaian
antara data pada daftar PNBP Bidang Pendidikan dengan data yang
terdapat pada KPPN maka surat permohonan tersebut tidak disetujui;

e. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana huruf c telah sesuai antara data
pada daftar PNBP Bidang Pendidikan dengan data yang terdapat pada
KPPN maka surat permohonan tersebut disetujui;

f. Berdasarkan penelitian dan perhitungan sebagaimana huruf ¢ membuat
kartu pengawasan KPPN dan menyusun konsep nota dinas/surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun
anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan uang pendidikan untuk
membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan;

g. Konsep nota dinas/surat persetujuan/penolakan surat permohonan dan
kartu pengawasan KPPN disampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan
Akuntansi.

5. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

a. Menerima, meneliti dan memaraf konsep nota dinas/surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun
anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan uang pendidikan untuk
membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan dan kartu pengawasan
KPPN;

b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

6. Kepala Kantor:

a. Menerima, dan meneliti serta menandatangani surat persetujuan/penolakan
penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang
merupakan pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di
tahun anggaran berjalan;

b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan
dan didistribusikan.

7. Pelaksana Subbagian Umum:

a. Menerima surat persetujuan/penclakan penggunaan PNBP Bidang
Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan
uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan
yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor;

b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat
persetujuan/penolakan penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun
anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan uang pendidikan untuk
membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan;

c. Mengirimkan surat persetujuan/penolakan penggunaan PNBP Bidang
Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pendapatan
uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan
kepada satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan dan Seksi Verifikasi dan
Akuntansi sebagai tembusan;

d. Pertinggal sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap dan benar.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- /PB/2013

TENTANG 131

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM
PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN:

a. Persetujuan Penggunakan PNBP tahun anggaran berjalan tanpa diperhitungkan terlebih
dahulu dengan penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya;

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor - Nl st 20XX

Sifat Y i En

Lampiran : ..........

Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan PNBP

tahun anggaran berjalan untuk membiayai
kegiatan yang segera dilaksanakan tanpa
diperhitungkan terlebih dahulu dengan
penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP)
tahun anggaran sebelumnya

Yth. Kepala KPPN...(KPPN wilayah pembayar Satker Pengguna PNBP)
- i [ (nama kota tempat lokasi KPPN)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan
Surat Pernyataan kami tanggal....... nomor........ (diisi apabila pernah menyampaikan
surat pernyataan), dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan PNBP
tahun anggaran berjalan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan penggunaan

sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya, dengan alasan:
1. Terdapat kegiatan yang mendesak dan segera dilaksanakan yaitu

2. Untuk membiayai kegiatan tersebut, sisa MP tahun anggaran sebelumnya tidak
mencukupi.

3. Realisasi PNBP tahun anggaran berjalan akan dapat menutupi penggunaan MP
tahun anggaran sebelumnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

o

............ y inws uxavase DDA

..............................



-2

b. Persetujuan Penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang
merupakan pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran
berjalan.

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor 2 O N e LT o 20XX

Sifat S vesmsTiens

Lampiran : ..........

Hal : Permohonan Persetujuan  Penggunaan

PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran
sebelumnya yang merupakan pendapatan
uang pendidikan untuk membiayai
kegiatan di tahun anggaran berjalan

Yth. Kepala KPPN....(KPPN wilayah pembayar Satker Pengguna PNBP)
di...... (nama kota tempat lokasi KPPN)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan
Surat Pernyataan kami tanggal...... nomor........ (diisi apabila pernah menyampaikan
surat pernyataan), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang
merupakan pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun
anggaran berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan daftar
penerimaan PNBP Bidang Pendidikan yang sebagian/seluruhnya merupakan
pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran
berjalan (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

............ ghanssasness RIOAI
Kuasa Pengguna Anggaran,

..............................



2. FORMAT SURAT PERNYATAAN:

Penggunakan PNBP tahun anggaran berjalan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan
penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya;

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : XXXXXX
Yang bertandatangan di bawah ini:
NEmE @ R esssereses s e Ay
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja L Sl i el T e T (RxXXXXX)
Kementerian Negara/Lembaga ....... ccccorvereosinarsssrsssmmnssss (%xxx)
Unit Organisasi S s b e = B Dk (xx)

R LR i

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Penundaan terhadap perhitungan penggunaan sisa MP tahun anggaran
sebelumnya sebesar Rp............... (dengan huruf) akan dapat ditutupi dengan
realisasi PNBP tahun anggaran berjalan paling lambat pada bulan.........

. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar

permohonan persetujuan penggunaan PNBP tahun anggaran berjalan tanpa
diperhitungkan terlebih dahulu dengan penggunaan sisa MP tahun anggaran
sebelumnya . Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar
dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini
bertanggungjawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas
Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............ .10, 9,4
Kuasa Pengguna Anggaran,

materai
6.000

..............................



b.

-4-

Penggunaan PNBP Bidang Pendidikan tahun anggaran sebelumnya yang merupakan
pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan.

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Yang bertandatangan di bawah ini:

S A N S

Nama R e xSy r A e e S h e w TN ¥
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja 3 evmmmmnen s wp by s wemih AN s (Rxxxxx)
Kementerian Negara /Lembaga ...cooeiisiisisinsisssssissssinas (xxx)
Unit Organisasi R P D AR SN 2 N S K33 A AR (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

Pada Tahun Anggaran ............ (Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan
penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar Rp............... (dengan huruf)
sebagaimana daftar terlampir,

Dari jumlah PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan Tahun

Anggaran ........ (Tahun Anggaran sebelumnya) tersebut pada angka 1, sebesar
RO coonconverissnmanaty (dengan huruf) merupakan penerimaan pendidikan yang
dipungut pada Tahun Anggaran ......... (Tahun Anggaran sebelumnya), yang

diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Tahun Anggaran
............ (Tahun Anggaran berjalan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar
perhitungan Maksimum Pencairan (MP) satuan kerja bidang pendidikan selaku
Satker Pengguna PNBP. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini
tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan
dibawah ini bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian
negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............ alsst i AP
Kuasa Pengguna Anggaran,

materai
6.000

------------------------------



3. FORMAT DAFTAR PNBP BIDANG PENDIDIKAN.

KOP SURAT SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SATUAN KERJA

DAFTAR PNBP BIDANG PENDIDIDIKAN TAHUN ANGGARAN

No.

Nomor Bukti Setoran/NTPN

Tanggal Setoran

Bank Persepsi

Setoran PNBP

Tahun Anggaran Sebelumnya

Setoran PNBP Tahun Anggar:
Sebelumnya Yang Merupaka
Pendapatan Untuk Membiay
Kegiatan Tahun Anggaran Berj:

JUMLAH

............ 210 9. ¢
Kuasa Pengguna Anggar:



4. CONTOH KARTU PENGAWASAN PENGGUNAAN PNBP OLEH KPPN.

KARTU PENGAWASAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN PNBP

TAHUN ANGGARAN 2013
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  : XXX
SATUAN KERJA : ABC/XXXXXX
PAGU PNBP PADA DIPA : Rp 2.000.000.000,-
No Periode/Nilai No & Tanggal No & Tanggal Besaran MP ”M__“.W_M:%Mm:w”” vﬂﬂ:ﬂwnm%ﬂﬂwm“_._mm: _,\_w_.nﬂ ”M:mme_:mm: Persetujuan
I Setoran PNBP Permohonan Persetujuan (PPPxsetoran PNBP) &8 ggaran ahun Anggaran Besaran MP Ke
Sebelumnya Sebelumnya Sebelumnya
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Jan sd Des 2012 S-1/KH/2013 S-1/WPb../KP../2013
I. 1.200.000.000 12 Feb 2013 15 Feb 2013 960.000.000 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000
Jan sd Juni 2013 S-2/KH/2013 S-2/WPb../KP../2013
2. 1.500.000.000 10 Juli 2013 15 Juli 2013 1.200.000.000 0 200.000.000 0 1.000.000.000
Sub Jumlah 200.000.000 200.000.000 0 1.200.000.000
Juli sd Okt 2013 S-3/KH/2013 S-3/WPb../KP../2013
3 500.000.000 10 Nov 2013 . Nov 2013 400.000.000 0 0 . 0 400.000.000
Sub Jumlah 0 0 0 1.600.000.000
Catatan:
1) PPP (Proporsi Pagu Pengeluran terhadap pendapatan) = 80 %
2) Sub Jumlah Persetujuan 9) Besaran MP tidak boleh melebihi Pagu PNBP pada DIPA
/- —PIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAI

/

A AGUS SUPRIIANTO




